JURNAL PAJAK I

1/ L R

urnal.stan.ac.id/index

PENGARUH BOOK-TAX DIFFERENCES, ACCRUAL, DAN OPERATING CASH FLOW
TERHADAP UPAYA PENGHINDARAN PAJAK

Dea Mustika Kusuma Wardani
Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Rl

Arif Nugrahanto
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: deamustika96@gmail.com dan arifn@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL
Diterima Pertama
[10 06 2022]

Dinyatakan Diterima
[30 06 2022]

KATA KUNCI:
Accrual, Book-tax differences, Corporate governance,
Operating cash flow, Tax avoidance

KLASIFIKASI JEL:
M410

ABSTRAK

This study aimed to analyze the effect of firm’s book-tax
differences, accrual, and operating cash flow to its tendency
of tax avoidance measured by current effective tax rate
proxy. Using manufacturing firms listed in Indonesia Stock
Exchange as population, a purposive sampling method that
had been applied in this study resulted in 72 firms (360
observations) as samples. This study also examined the
moderating role of corporate governance using independent
commissioner proxy. This study concluded that book-tax
differences have significant positive influence on tax
avoidance. Accrual shows no influence on tax avoidance,
while operating cash flow shows negative significant
influence on tax avoidance. The moderating model showed
that independent commissioners which represent corporate
governance fail to interfere with the influence of book-tax
differences, accrual, and operating cash flow on tax
avoidance.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh book-
tax differences, accrual, dan operating cash flow terhadap
tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia (BEl). Pemilihan sampel penelitian
menggunakan  metode  purposive  sampling  yang
menghasilkan 72 perusahaan sampel dan 360 observasi.
Selain itu, penelitian ini juga menguji peran moderasi
corporate governance terhadap pengaruh book-tax
differences, accrual, dan operating cash flow terhadap tax
avoidance. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa book-tax
differences berpengaruh positif terhadap tax avoidance,
accrual tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, dan
operating cash flow berpengaruh negatif terhadap tax
avoidance. Sedangkan, corporate governance melalui
proporsi komisaris independen tidak berhasil memoderasi
pengaruh book-tax differences, accrual, dan operating cash
flow terhadap tax avoidance.
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1. PENDAHULUAN

Penerimaan perpajakan sebagai penyumbang
terbesar pendapatan negara merupakan bagian
penting dalam struktur APBN di Indonesia. Melihat
proporsi outlook APBN dari tahun ke tahun, target
penerimaan perpajakan mendominasi pos pendapatan
negara hingga sebesar rata-rata 81% sejak tahun 2015-
2019. Pengumpulan penerimaan perpajakan
pemerintah pusat yang dikelola oleh Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) bukanlah hal yang mudah untuk
dilakukan. Hal ini terbukti dari realisasi penerimaan
perpajakan yang selalu gagal mencapai target yang
telah ditetapkan dalam APBN selama sebelas tahun
terakhir. Terakhir kali penerimaan perpajakan
melampaui target yang telah ditetapkan terjadi di
tahun 2008, dimana pada saat itu realisasi penerimaan
perpajakan mencapai 108,12% (berdasarkan LRA LKPP
2008). Sejalan dengan hal tersebut, defisit penerimaan
perpajakan (shortfall) selama sebelas tahun terakhir
memiliki rata-rata sebesar rata-rata 7,9% setiap
tahunnya. Persentase realisasi penerimaan perpajakan
mencapai titik terendah di tahun 2015, yakni hanya
sebesar 83,3% terhadap target. Performa capaian
penerimaan perpajakan di tahun 2019 juga belum
optimal, dengan total realisasi hanya mencapai 1.546
triliun dari target yang ditetapkan sebesar 1.786 triliun.
Sedangkan, persentase shortfall di tahun 2019 adalah
sebesar 13,4% atau meningkat sebesar 7,3% dari tahun
2018.

Sejalan dengan tren peningkatan shortfall yang
terjadi secara signifikan dari tahun 2018-2019, tax ratio
Indonesia pun dapat dikatakan tergolong rendah bila
dibandingkan dengan negara-negara tetangga maupun
negara anggota Organization for Economic Co-
Operation and Development (OECD). Pada tahun 2011,
tax ratio Indonesia dalam arti luas yang merupakan
perbandingan antara  penerimaan  perpajakan
(termasuk di dalamnya penerimaan hasil sumber daya
alam) terhadap produk domestik bruto (PDB)
mencapai persentase sebesar 12,6%. Persentase
tersebut sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan
tahun 2008 dimana Indonesia berhasil mencatat tax
ratio tertinggi dalam kurun waktu tiga belas tahun
terakhir dengan persentase sebesar 13%. Namun
demikian, tax ratio tersebut merupakan salah satu
yang terendah di antara negara-negara anggota G20
(Arnold, 2012).

Adanya perbedaan signifikan antara persentase
tax ratio Indonesia dengan negara-negara di kawasan
Asia serta tren penurunan tax ratio dalam arti sempit
sejak tahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat
peluang potensi perpajakan yang belum dihimpun
dengan maksimal menjadi penerimaan perpajakan
(Darmawan & Sukartha, 2014). Semakin tinggi tax ratio
suatu negara dapat diasosiasikan dengan semakin
baiknya kualitas pemungutan pajak di negara tersebut
relatif terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sebaliknya, tax ratio yang rendah dan tren shortfall
penerimaan perpajakan yang telah berlangsung lebih
dari  satu dekade, menjadi indikator belum
maksimalnya penggalian potensi perpajakan oleh
otoritas yang bertanggung jawab (DJP), yang salah
satunya dapat disebabkan karena adanya praktik
penghindaran pajak oleh wajib pajak.

Penghindaran pajak (tax avoidance) tidak selalu
berkaitan dengan suatu tindakan amoral yang
melanggar hukum (Dyreng et al., 2008). Hal ini
disebabkan karena adanya celah peraturan perpajakan
yang mendorong perusahaan untuk
memanfaatkannya, sehingga pajak yang dibayarkan
dapat berkurang. Pernyataan serupa juga disampaikan
oleh Barr et al. (1977) yang menyatakan bahwa
penghindaran pajak atau tax avoidance merupakan
suatu  bentuk  manipulasi  pendapatan  yang
diperbolehkan secara hukum (legal), sedangkan
tindakan ilegal untuk mengurangi pajak terutang
disebut sebagai tax evasion.

Menurut Blaylock et al. (2012), strategi dasar
penghindaran pajak berkaitan dengan cara perusahaan
untuk menangguhkan pembayaran beban pajak
selama mungkin dalam rangka menurunkan nilai kini
(present value) dari pajak yang harus dibayarkan.
Perusahaan memiliki insentif untuk mengurangi beban
pajak yang dibayarkan agar kinerja keuangannya
terlihat baik (Choi & Kweon, 2015). Hal ini disebabkan
karena salah satu indikator pengukur kinerja keuangan
perusahaan yang umum digunakan adalah perhitungan
return on equity, dimana indikator tersebut melibatkan
total dari laba bersih setelah dikurangkan dengan
beban pajak.

Penelitian terdahulu yang menganalisis aktivitas
penghindaran pajak perusahaan telah banyak
dilakukan  dengan menguji berbagai variabel
independen pada populasi yang berbeda-beda.
Zimmerman (1983) dan Rego (2003) menganalisis
hubungan antara ukuran perusahaan dengan effective
tax rate sebagai proksi yang mewakili penghindaran
pajak kemudian menyimpulkan bahwa terdapat
hubungan positif di antara keduanya. Penelitian serupa
juga dilakukan oleh Wang (1991), Irianto et al. (2017),
Rusydi (2013), dan Cahyono et al. (2016). Beberapa
variabel lainnya yang digunakan dalam penelitian
terkait penghindaran pajak diantaranya adalah
struktur kepemilikan (Sirait & Martani, 2014; Chen et
al., 2010; Gaaya et al., 2017; Richardson et al., 2016),
tanggung jawab sosial (Zeng, 2018; Muzakki &
Darsono, 2015; Sikka, 2010), kemampuan manajerial
(Francis et al., 2015; Park et al., 2015; Dwi Laksono &
Firmansyah, 2020), keberadaan anggota dewan direksi
perempuan (Richardson et al., 2016; Jarboui et al.,
2020; Riguen et al., 2019), dan corporate governance
(Armstrong et al., 2015; Kurniasih & Sari, 2013;
Saksessia, 2018; Wahyuniati, 2019; Nugroho & Rosidy,
2019).
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Proksi lainnya yang umum diasosiasikan dengan
penghindaran pajak adalah book-tax difference (BTD).
Book-tax differences muncul sebagai akibat adanya
dual sistem dalam akuntansi dan perpajakan yang
terpisah namun tidak dapat dipungkiri masih berkaitan
(Plesko, 1999). Peraturan perpajakan dan akuntansi
yang memiliki tujuan berbeda menimbulkan
perbedaan perhitungan hampir di semua negara
(Martani & Persada, 2010). Dyreng et al. (2008)
mengungkapkan bahwa penelitian yang menganalisis
penghindaran pajak dengan menguji book-tax
differences telah banyak dilakukan terhadap
perusahaan-perusahaan publik (Plesko, 2000; Manzon
& Plesko, 2002; Desai, 2003; Yin, 2003; Hanlon &
Shevlin, 2005; Hanlon et al., 2005).

Jackson (2015) dan Blaylock et al. (2012)
menjelaskan bahwa BTD (baik beda tetap dan
temporer) berasosiasi positif dengan manajemen laba
dan tax avoidance. Sebaliknya, Dyreng et al. (2008)
menyatakan bahwa BTD tidak selalu dapat
diasosiasikan dengan tax avoidance karena praktik
penghindaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai
bentuk. Pengujian BTD terhadap tax avoidance di
Indonesia yang diukur dengan proksi GAAP ETR pernah
dilakukan oleh Windarti dan Sina (2017) dengan
sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
pada tahun 2013-2014 yang menyimpulkan bahwa BTD
berpengaruh positif terhadap tax avoidance baik di
perusahaan keluarga maupun bukan. Hasil penelitian
tersebut juga didukung oleh Hidayat dan Mulda (2019)
yang menemukan hubungan positif antara BTD dengan
tax avoidance yang diwakili proksi cash ETR pada
perusahaan sektor industri makanan dan minuman
yang terdaftar di BEl pada tahun 2017-2018. Namun
demikian, hasil penelitian terdahulu yang menganalisis
hubungan BTD terhadap tax avoidance dengan
menggunakan proksi current effective tax rate (current
ETR) di Indonesia masih terbatas.

Penelitian terdahulu juga berhasil
mengidentifikasi modus penghindaran pembayaran
pajak oleh perusahaan melalui skema manajemen laba
(Amidu et al., 2019). Salah satu proksi yang digunakan
untuk menilai manajemen laba (earnings
management) adalah dengan menghitung akrual
perusahaan (DeFond & Jiambalvo, 1994; Dechow et al.,
1995; Bergstresser & Philippon, 2006). Penelitian
serupa juga dilakukan oleh Desai dan Dharmapala
(2009), Wang dan Chen (2012), Putri et al. (2016) yang
menyimpulkan bahwa manajemen laba berafiliasi
positif dengan tax avoidance. Penggunaan proksi yang
sama juga digunakan untuk menganalisis pelaporan
keuangan agresif, dengan kesimpulan bahwa akrual
sebagai  proksi pelaporan  keuangan  agresif
berpengaruh positif terhadap tax avoidance (Frank et
al., 2009; Kamila & Martani, 2014; Amidu et al., 2019).

Temuan yang berbeda dinyatakan oleh Blaylock
et al. (2012), yang menyimpulkan bahwa tidak ada
pengaruh signifikan antara pelaporan keuangan agresif

yang dihitung dengan nilai akrual terhadap
penghindaran pajak. Selain itu dalam kondisi resesi
ekonomi, pelaporan keuangan agresif justru
berpengaruh negatif terhadap tax avoidance (Frank et
al., 2009). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa
penelitian terkait penghindaran pajak dengan
menganalisis akrual perusahaan masih menunjukkan
hasil yang beragam dan belum konklusif.

Beberapa peneliti terdahulu juga tertarik untuk
menguji tingkat operating cash flow perusahaan
terhadap tax avoidance. Kim dan Im (2017) menguiji
operating cash flow terhadap tax avoidance dengan
populasi small-medium enterprise (SME), sedangkan
Kim dan Jang (2018) menganalisis perusahaan yang
bergerak di industri pengolahan limbah konstruksi.
Kedua hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa
indikator kunci keuangan seperti operating cash flow
memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance.
Penelitian yang menguji operating cash flow terhadap
tax avoidance di Indonesia telah dilakukan oleh Gazali
et al. (2020) dengan kesimpulan bahwa tingkat
operating cash flow pada perusahaan sektor
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) pada tahun 2014-2019 berpengaruh positif
terhadap tax avoidance.

Hasil yang berbeda disampaikan oleh Kurniawan
dan Nuryanah (2017) yang menyimpulkan bahwa tax
avoidance pada perusahaan publik di Indonesia tidak
berpengaruh terhadap tingkat kas yang dimiliki
perusahaan (cash holding). Sejalan dengan hal
tersebut, Surahman dan Firmansyah (2017)
menemukan hubungan negatif signifikan dari arus kas
aktivitas operasi terhadap agresivitas pajak pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun
2013-2015. Namun demikian, pengujian variabel
operating cash flow terhadap tax avoidance di
Indonesia dapat dikatakan masih terbatas dan perlu
dilakukan eksplorasi lebih lanjut khususnya pada
perusahaan yang bergerak di sektor selain
pertambangan dan dengan menggunakan data terkini
perusahaan. Dengan demikian dapat ditarik
kesimpulan bahwa penelitian yang menguji arus kas
aktivitas operasi perusahaan terhadap tax avoidance
juga masih menghasilkan simpulan beragam yang
belum konklusif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
terdahulu tercermin pada penggunaan tata kelola
perusahaan (corporate governance) sebagai variabel
yang memoderasi pengaruh  ketiga variabel
independen (book-tax differences, accrual, dan
operating cash flow) yang telah dijelaskan sebelumnya
terhadap tax avoidance. Irawan dan Farahmita (2012)
menyatakan bahwa good corporate governance yang
dinilai berdasarkan keenam prinsip corporate
governance menurut OECD, memiliki pengaruh positif
terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan
perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, Annisa dan
Kurniasih  (2012) menyatakan elemen corporate
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governance yang terdiri dari kualitas audit dan audit
komite berpengaruh signifikan terhadap aktivitas
penghindaran pajak.

Hasil yang berbeda diungkapkan oleh Armstrong
et al. (2015) dan Wahyuniati (2019), vyang
menyimpulkan bahwa berbagai mekanisme corporate
governance tidak memiliki pengaruh terhadap
penghindaran pajak. Sedangkan Nugroho dan Rosidy
(2019) justru menyimpulkan bahwa proporsi komisaris
independen sebagai wujud corporate governance
berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal
serupa juga diungkapkan oleh Feranika et al. (2019)
yang menyimpulkan bahwa komisaris independen
berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEIl selama
periode pengamatan 2010-2014. Sehingga, dapat
disimpulkan bahwa penelitian yang mengaitkan proksi
corporate governance terhadap tax avoidance pun
masih menghasilkan simpulan yang beragam dan
belum konklusif.

Mempertimbangkan adanya fenomena
ketidakberhasilan pencapaian target penerimaan
perpajakan selama lebih dari sebelas tahun terakhir,
penurunan realisasi penerimaan perpajakan di tahun
2019 yang diiringi dengan tren peningkatan shortfall
perpajakan, rendahnya tax ratio Indonesia
dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan
Asia yang mengindikasikan masih rendahnya tingkat
kepatuhan pajak, hasil pengujian berbagai variabel
independen penelitian terhadap tax avoidance yang
masih menghasilkan simpulan yang beragam dan
belum bersifat konklusif, serta dengan menilai
tingginya kontribusi penerimaan perpajakan sektor
manufaktur dari tahun ke tahun membuat penulis
menjadi tertarik untuk melakukan penelitian terkait
aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan sektor
manufaktur di Indonesia, khususnya untuk menjawab
beberapa pertanyaan tentang bagaimana pengaruh
book-tax differences, accrual, operating cash flow
terhadap tax avoidance dan bagaiman peran moderasi
corporate governance dalam hubungan antara
variable-variable tersebut terhadap tax avoidance.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN
HIPOTESIS

Teori Akuntansi Positif

Paton dan Littleton (1940, dikutip dalam
Suwardjono, 2005) menjelaskan tujuan teori akuntansi
adalah untuk menyediakan gagasan-gagasan mendasar
yang menjadi dasar dalam proses perekayasaan
laporan keuangan. Pada sekitar tahun 1970, teori
akuntansi kembali beralih pada metodologi empiris
atau yang lebih dikenal dengan teori positif (Godfrey et
al., 2010). Hal tersebut bermula karena pada satu
dekade sebelumnya, Ball dan Brown (1968), Beaver
(1968), dan beberapa peneliti lainnya mulai

memperkenalkan metode empiris untuk diterapkan
pada akuntansi keuangan (Watts & Zimmerman, 1990).

Teori positif atau empiris berarti menguji atau
menghubungkan kembali hipotesis akuntansi sesuai
pengalaman atau fakta di dunia nyata, misalnya adalah
dengan menggunakan teknik survei maupun
kuesioner. Penjelasan positif berisi pernyataan tentang
sesuatu, baik itu tindakan, kejadian, atau perbuatan
seperti apa adanya sesuai dengan fakta atau apa yang
terjadi melalui pengamatan empiris (Suwardjono,
2005). Penjelasan positif diarahkan untuk memberi
jawaban apakah suatu pernyataan adalah benar atau
salah berdasarkan kriteria ilmiah. Dalam bukunya,
Godfrey et al. (2010) juga menjelaskan bahwa di masa
ini, teori akuntansi positif lebih fokus untuk
menjelaskan alasan dari praktik akuntansi terkini, serta
memprediksi peran dari akuntansi dan informasi
terkait lainnya terhadap pengambilan keputusan baik
oleh individu, perusahaan, maupun pihak lain yang
berkontribusi di dalam perekonomian.

Teori akuntansi positif berasumsi bahwa
informasi akuntansi merupakan komoditas dalam
ekonomi dan politik, dan semua pihak lainnya
bertindak secara rasional demi kepentingannya
masing-masing. Teori akuntansi positif bersifat
deskriptif, eksplanatori, dan prediktif. Sedangkan teori
normatif lebih bersifat preskriptif, yakni dengan
memberikan anjuran, misalnya terkait bagaimana
seorang akuntan harus bertindak untuk mencapai hasil
yang dianggap benar dan tepat. Atas dasar perbedaan
aspek tersebut, sasaran teori akuntansi positif adalah
untuk menghasilkan penjelasan tentang apa yang
nyatanya terjadi secara objektif tanpa dilandasi oleh
pertimbangan nilai (Suwardjono, 2005). Peneliti
prominen teori akuntansi positif, Watts dan
Zimmerman (1978, dikutip dalam Godfrey et al., 2010)
menjelaskan bahwa terdapat tiga hipotesis yang dapat
menggambarkan alasan manajer perusahaan atau
agen memilih berperilaku oportunistik yang dapat
dijelaskan sebagai berikut.

Bonus Plan Hypothesis

Dalam hipotesis ini dijelaskan bahwa manajer
atau agen dapat bertindak oportunistik demi
mendapatkan insentif lebih besar yang disebut dengan
bonus. Perilaku oportunistik yang dilakukan oleh
manajer dapat melibatkan perekayasaan laporan
keuangan melalui prosedur akuntansi dan akrual
tertentu demi meningkatkan nilai kini (present value)
dari bonus vyang akan diterimanya (Watts &
Zimmerman, 1978). Dengan kinerja keuangan yang
terlihat membaik, maka para pemilik perusahaan
(shareholder/principal) akan  mempertimbangkan
pemberian bonus kepada para manajer sebagai bentuk
penghargaan (reward) atas capaian kinerja keuangan
perusahaan. Healy (1985) menyatakan bahwa manajer
menggunakan akrual diskresioner (discretionary
accrual) untuk memaksimalkan bonus jangka pendek
(bonus-maximization hypothesis).
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Debt Covenant Hypothesis

Perjanjian utang (debt-covenant) yang mengikat
kreditur dan perusahaan peminjam disusun untuk
mengatasi permasalahan keagenan yang dapat timbul
antara pemegang saham dan kreditur (Godfrey et al.,
2010). Perjanjian utang mengatur batasan-batasan
yang disusun untuk melindungi hak-hak para kreditur,
sehingga manajemen tidak dapat bertindak
berdasarkan kepentingan pemegang saham yang dapat
merugikan kreditur. Hipotesis perjanjian utang (debt-
covenant hypothesis) merupakan salah satu implikasi
utama yang dapat diuji dari teori akuntansi positif
(Watts & Zimmerman [1986, 1990]).

Hipotesis perjanjian utang menjelaskan bahwa
para manajer dapat bertindak oportunistik saat
perusahaan semakin mendekati jatuh tempo
pembayaran utang. Manajer memiliki dorongan untuk
merekayasa laporan keuangan demi meminimalkan
kemungkinan terjadinya pelanggaran pada perjanjian
utang (Dichev & Skinner, 2002). Para peneliti
menyimpulkan bahwa dengan semakin meningkatnya
rasio utang perusahaan (utang/aset), manajer akan
memilih prosedur akuntansi yang dapat menggeser
pengakuan profit di masa depan untuk dilaporkan pada
periode saat ini (Godfrey et al., 2010).

Political Cost Hypothesis

Teori akuntansi positif juga menjelaskan
hubungan antara proses politik yang melibatkan
perusahaan dengan pihak-pihak lain yang tertarik pada
perusahaan tersebut seperti pemerintah, organisasi
perdagangan, dan komunitas lainnya (Godfrey et al.,
2010). Akuntansi menjadi sangat penting dalam proses
politik karena menyediakan informasi keuangan
perusahaan yang dibutuhkan. Informasi tersebut
menjadi perhatian dalam pasar politik karena
berpotensi memunculkan regulasi baru yang akan
dicetuskan oleh pemerintah, serta membuka
kemungkinan adanya negosiasi atau lobby politik.
Perusahaan-perusahaan besar yang sukses lebih
berpotensi menjadi sasaran transfer kekayaan oleh
pemerintah  dibandingkan dengan perusahaan-
perusahaan kecil (Kessel & Alchian, 1962; Jensen &
Meckling, 1978; Rego, 2003).

Hal itu menyebabkan beban pajak yang lebih
tinggi  ditanggung oleh perusahaan-perusahaan
berskala besar. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan
kecenderungan persentase tax rate yang lebih tinggi
pada perusahaan-perusahaan besar (Zimmerman,
1973). Hal inilah yang menyebabkan perusahaan-
perusahaan tersebut memilih strategi akuntansi yang
dapat mengurangi kemungkinan atau besarnya
transfer kekayaan kepada pemerintah (Cahan, 1992).
Salah satu caranya adalah dengan mengurangi total
pendapatan yang dilaporkan (Watts & Zimmerman,
1978).

Berkaitan dengan kecenderungan perusahaan
memilih  strategi  akuntansi  tertentu  untuk
meningkatkan keuntungan, dalam teori akuntansi

positif dimana tersedia pilihan-pilihan akuntansi,
dikenal satu teori lain yang disebut dengan teori
pensinyalan  (signalling  theory). Dalam teori
pensinyalan, manajer akan secara sukarela
menyediakan informasi kepada investor untuk
membantu mereka dalam pengambilan keputusan
investasi (Godfrey et al., 2010). Manajer akan
mengirimkan sinyal kepada para investor melalui
informasi keuangan yang disediakan agar investor
dapat menyesuaikan informasi tersebut terhadap
ekspektasi mereka terkait kinerja perusahaan di masa
depan.

Saat manajer mengharapkan pertumbuhan
perusahaan yang pesat di masa yang akan datang,
mereka akan memiliki dorongan lebih untuk
melaporkan kinerja perusahaan yang terlihat lebih baik
kepada para investor. Perusahaan dengan kinerja baik
akan memiliki insentif serupa, namun perusahaan
dengan capaian keuangan yang buruk memiliki dua
kemungkinan  berbeda. Kemungkinan pertama
manajer tidak akan melaporkan capaian yang buruk
tersebut kepada para investor agar return perusahaan
di masa depan tidak turun. Kemungkinan kedua
manajer akan tetap melaporkannya untuk menjaga
kredibilitas dan reputasi mereka kepada para investor.
Teori pensinyalan memprediksi bahwa perusahaan
akan mengungkapkan lebih banyak informasi
keuangan sebagai sinyal kepada para investor melebihi
dari apa yang diminta.

Teori Keagenan

Hubungan keagenan dijelaskan oleh Jensen dan
Meckling (1976) muncul saat terdapat kontrak yang
mengikat satu pihak sebagai pemilik (principal) dan
pihak lainnya sebagai agen (agent), dimana agen
diharuskan  bertindak berdasarkan kepentingan
pemilik. Melalui  kontrak  tersebut, pemilik
mendelegasikan sejumlah wewenang dalam
pengambilan keputusan kepada agen. Dalam situasi
tersebut, baik pemilik maupun agen adalah pihak-pihak
yang memiliki intensi untuk memaksimalkan utilitas
mereka masing-masing, sehingga tidak ada jaminan
bahwa para agen akan selalu bertindak sesuai dengan
kepentingan pemilik.

Masalah keagenan muncul disaat para agen
didorong untuk bertindak demi kepentingan para
pemilik, padahal sesungguhnya mereka bertindak demi
kepentingannya sendiri, yakni untuk memaksimalkan
utilitasnya. Masalah  keagenan bahkan dapat
mempengaruhi  berbagai fungsi yang dilakukan
perusahaan, yakni investasi, operasi, dan kebijakan
keuangan (Byrd et al, 1998). Bila para pemilik tidak
melakukan intervensi untuk mengatasi masalah
keagenan, pendelegasian wewenang dapat membuat
para agen bertindak demi kepentingannya sendiri
dengan cara mentransfer kekayaan para pemilik
menjadi milik mereka (Godfrey et al., 2010). Dengan
wewenangnya tersebut, para agen memiliki
keleluasaan untuk mengatur operasional perusahaan,
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sehingga membuat mereka memiliki akses yang lebih
baik terhadap informasi terkait perusahaan. Apabila
informasi yang dimiliki oleh para agen tersebut tidak
disampaikan kepada pemilik perusahaan, maka dapat
menyebabkan timbulnya informasi yang asimetris
(information asymmetry). Informasi yang asimetris
tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya
masalah keagenan (Amidu et al., 2019)

Masalah keagenan tentu menimbulkan biaya
yang harus dikeluarkan yang disebut sebagai biaya
keagenan. Biaya keagenan didefinisikan sebagai
sejumlah uang yang dikeluarkan untuk mengurangi
dampak-dampak yang timbul dari masalah keagenan,
sehingga para agen dapat bertindak sejalan dengan
kepentingan pemilik. Jensen dan Meckling (1976)
membedakan biaya keagenan menjadi tiga yang dapat
dijelaskan sebagai berikut.

Monitoring Cost

Monitoring cost adalah biaya yang harus
dikeluarkan oleh pemilik untuk menilai, memantau,
dan mengendalikan perilaku para agen. Misalnya
adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan audit.
Awalnya, biaya ini ditanggung oleh pemilik. Namun
pemilik memproteksi diri mereka dari risiko harus
menanggung semua biaya untuk memantau para agen
tersebut dengan memberikan remunerasi. Misalnya,
agen dengan reputasi yang baik akan bertindak sesuai
kepentingan pemegang saham. Tindakan tersebut
dapat mengurangi monitoring cost yang harus
ditanggung pemegang saham, sebagai gantinya,
mereka memberikan agen tersebut kompensasi
berupa remunerasi. Remunerasi ini menjadi titik balik
dimana para agenlah vyang kini menanggung
monitoring cost.

Bonding Cost

Bonding cost merupakan biaya yang harus
ditanggung oleh para agen untuk menyelaraskan
kepentingan antara para pemilik dengan agen. Contoh
dari bonding cost adalah biaya untuk menyediakan
laporan keuangan interim kepada para pemilik
sehingga mereka dapat memantau dengan lebih
faktual perkembangan kinerja keuangan perusahaan.
Biaya yang diinisiasi oleh para agen ini akan dihentikan
ketika margin dari bonding cost yang harus mereka
tanggung setara atau lebih kecil dengan margin
penambahan remunerasi yang mereka terima dari para
pemilik.

Residual Loss

Residual loss merupakan kekayaan pemilik yang
terdampak oleh karena adanya masalah keagenan
yang tidak dapat diselesaikan melalui monitoring cost
dan bonding cost. Terlepas dari kedua biaya yang telah
dijelaskan sebelumnya, masih terdapat potensi dimana
para agen tetap bertindak sesuai kepentingan mereka
sendiri dengan memaksimalkan kekayaan dan
utilitasnya.

Perilaku penghindaran pajak salah satunya
diakibatkan oleh masalah keagenan (Masri & Martani,

2014), karena terdapat perbedaan kepentingan di
antara dua pihak. Di satu sisi, para agen (manajer)
ingin mendapatkan kenaikan remunerasi melalui
kinerja keuangan yang membaik, namun di sisi lain,
pemilik (pemegang saham) ingin mengurangi beban
pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan,
sehingga return dari saham mereka dapat meningkat.
Pajak dan Penghindaran Pajak

Masri dan Martani (2014) mendeskripsikan pajak
sebagai beban yang memberatkan perusahaan secara
signifikan dalam kaitannya dengan manajemen laba
yang dilakukan baik oleh perusahaan domestik
maupun multinasional. Sedangkan menurut
Zimmerman (1983), pajak merupakan bagian dari
biaya politik yang berkaitan dengan teori akuntansi
positif.

Pajak juga menjadi pertimbangan penting bagi
perusahaan dalam mengambil keputusan keuangan
(Graham, 2000), misalnya adalah pilihan jenis
pembiayaan, kebijakan keuangan perusahaan, bentuk
organisasi, keputusan restrukturisasi, serta
pertimbangan manajemen risiko. Berdasarkan sektor
usahanya, penerimaan perpajakan di Indonesia
dibedakan menjadi enam sektor utama yakni industri
pengolahan  (manufaktur), perdagangan, jasa
keuangan & asuransi, konstruksi & real estat,
pertambangan, serta transportasi & pergudangan
(Kementerian Keuangan, 2020).

Tax avoidance merupakan salah satu strategi
penting di bidang perpajakan yang dikelola oleh
perusahaan (Cai & Liu, 2009), meskipun menurut
Hanlon dan Heitzman (2010) tidak ada satu definisi
yang berlaku secara universal untuk mendeskripsikan
tax avoidance dan tax aggressiveness. Tax avoidance
meliputi semua transaksi dalam perusahaan yang
berdampak pada pengurangan atas utang pajak secara
eksplisit (Hanlon & Heitzman, 2010). Tax avoidance
digambarkan sebagai suatu tindakan  untuk
mentransfer kekayaan dari pemerintah ke perusahaan.
Namun demikian, praktik ini berisiko menimbulkan
biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan, di
antaranya adalah jatuhnya reputasi dan potensi tindak
pidana yang dapat menjerat perusahaan (Chen et al.,
2014). Menurut Dyreng et al. (2008), tax avoidance
didefinisikan sebagai pengurangan pada utang pajak
perusahaan, namun tidak selalu berkaitan dengan
tindakan amoral yang melanggar hukum. Hal ini
disebabkan karena adanya berbagai celah atau
kelemahan pada peraturan perpajakan yang dapat
dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi
jumlah pajak terutangnya secara legal (Hutagaol,
2007).

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Barr et al.
(1977) memaparkan bahwa penghindaran pajak (tax
avoidance) merupakan suatu bentuk manipulasi
pendapatan yang diperbolehkan secara hukum (legal),
sedangkan tindakan ilegal untuk mengurangi pajak
terutang disebut sebagai pengelakan pajak (tax
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evasion). Tax avoidance merupakan suatu bentuk
tindakan penghematan pajak yang dilakukan masih
dalam batas wajar sesuai perundang-undangan
(Swingly & Sukartha, 2015; Lim, 2011). Pernyataan
tersebut juga didukung oleh penjelasan Slemrod dan
Yitzhaki (2002), yang menyatakan bahwa pembeda
antara tax avoidance dan tax evasion terletak pada
unsur legalitasnya.

Selain tax evasion, terdapat sejumlah istilah dari
aktivitas  perencanaan pajak  lainnya  yang
berseberangan dengan tax avoidance ditinjau dari sisi
legalitasnya, yakni tax aggressiveness, tax sheltering,
dan non compliance (Hanlon & Heitzman, 2010). Tax
aggressiveness didefinisikan oleh Frank et al. (2009)
sebagai suatu bentuk aksi yang bertujuan untuk
mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak melalui
skema perencanaan pajak. Walaupun tidak semua hal
yang dilakukan melanggar hukum, namun pilihan
metode akuntansi yang diambil oleh perusahaan dapat
membuat laporan keuangan dikatakan lebih agresif.

Tax sheltering didefinisikan oleh US Congress
Joint Committee on Taxation (1999, dalam Graham &
Tucker, 2006) sebagai upaya perusahaan vyang
dirancang untuk menghindari pengenaan pajak tanpa
harus menanggung risiko ekonomi dan kerugian. Cara
yang paling umum digunakan oleh perusahaan dalam
aktivitas tax sheltering adalah dengan mengurangkan
biaya-biaya yang berasal selain dari utang (non-debt
tax shield) terhadap income atau gains (DeAngelo &
Masulis, 1980; Graham & Tucker, 2006). Tax sheltering
juga menjadi salah satu penyebab utama menurunnya
penerimaan pajak yang dihimpun oleh Internal
Revenue Service (IRS) di Amerika, yang ditaksir
mencapai $10 miliar setiap tahunnya (Bankman, 1999).
Perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan
aktivitas tax sheltering terbukti memiliki nilai book-tax
differences yang lebih besar, aktivitas operasi di
mancanegara yang lebih banyak, anak perusahaan di
negara-negara suaka pajak, kekalahan dalam tuntutan
hukum yang lebih sering terjadi, dan rasio utang yang
lebih rendah (Wilson, 2009; Lisowsky, 2010).

Desai dan Dharmapala (2006) menyebutkan
bahwa  kegiatan  penghindaran pajak dapat
meningkatkan peluang perusahaan untuk melakukan
manipulasi laba. Tax avoidance juga kerap dipandang
sebagai kegiatan yang mendukung kepentingan para
pemegang saham. Granda (2020) menjelaskan,
aktivitas tax avoidance oleh sejumlah grup perusahaan
dilakukan melalui pemanfaatan bentuk usahanya
untuk melakukan pengalihan laba. Tax avoidance juga
disebut sebagai perencanaan perpajakan yang efektif
oleh Rego (2003), yang merupakan pengurangan dari
nilai kini atas pembayaran pajak yang menyebabkan
persentase laba setelah pajak meningkat.

Hipotesis penelitian

Merujuk pada latar belakang, tinjauan pustaka,
dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan
sebelumnya, penulis mengembangkan kerangka

pemikiran untuk membuktikan dan menganalisis
pengaruh variabel-variabel independen yakni book-tax
differences (BTD), accrual, dan operating cash flow
terhadap tax avoidance. Selain itu, penelitian ini juga
menganalisis peran corporate governance sebagai
variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan
antara variabel independen dengan variabel
dependen.

Beberapa variabel kontrol yang masih berkaitan
dengan aktivitas tax avoidance pada penelitian
terdahulu digunakan untuk menjelaskan fenomena-
fenomena yang terjadi dengan lebih optimal, sehingga
menghasilkan analisis yang lebih kuat (Widhiarso,
2011). Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran
perusahaan yang dihitung berdasarkan logaritma alami
dari nilai buku total aset akhir tahun, tingkat utang
dihitung melalui rasio debt to equity, dan profitabilitas
yang dihitung melalui rasio return on asset (ROA).
Skema di bawah ini mendeskripsikan kerangka
pemikiran dalam penelitian ini.

Book-Tax
Differences

Avcrual Current ETR

Operating Cash

1
;
I
Flow !
;
I
' Ukuran
Perusahaan
Corporate Leverage
Governance Profitabilitas

Sumber: Diolah Penulis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil
penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya,
serta dengan mempertimbangkan kerangka pemikiran,
maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut.
Pengaruh  Book-Tax
Avoidance

Manajer memiliki insentif untuk melaporkan laba
akuntansi lebih tinggi dari yang seharusnya demi
memenuhi tuntutan para pemegang saham, menjaga
reputasi, dan mendapat keuntungan dari berbagai
pihak, misalnya perolehan utang jangka panjang dengan
pihak kreditur (Kamila & Martani, 2014). Manipulasi
kinerja keuangan yang dilakukan oleh para manajer
tersebut juga didorong oleh keinginan untuk
mendapatkan  kompensasi yang lebih  tinggi
sebagaimana dijelaskan dalam bonus-plan hypothesis.

Di sisi lain, pemegang saham juga berkeinginan
agar manajemen melakukan efisiensi pajak, untuk
mengurangi jumlah pembayaran pajak perusahaan
(Masri & Martani, 2014; Frank et al., 2009). Hal ini
terjadi karena pajak merupakan suatu proses transfer
kekayaan milik perusahaan kepada negara, sehingga

Difference terhadap Tax
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jumlah pajak yang dibayarkan dianggap memberatkan
dan mengurangi kekayaan perusahaan (Wang, 1991).
Berlawanan dengan bonus-plan hypothesis, efisiensi
pajak menuntut manajemen untuk melaporkan laba
akuntansi lebih rendah untuk menghemat pembayaran
pajak.

Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan
manajemen mengalami dilema dalam melaporkan
kinerja keuangan perusahaan yang disebut dengan
book-tax trade-off (Kamila & Martani, 2014).
Shackelford dan Shevlin (2011) menegaskan bahwa
trade-off yang dialami oleh perusahaan adalah untuk
memilih  antara tindakan pajak agresif (tax
aggressiveness) atau pelaporan keuangan yang agresif.
Penelitian Erickson et al. (2004) menyimpulkan bahwa
terdapat beberapa perusahaan vyang Dbersedia
melaporkan laba akuntansi lebih tinggi untuk memenuhi
ekspektasi pemilik perusahaan, namun berimbas pada
peningkatan pembayaran pajak. Namun kesimpulan
tersebut disanggah oleh Kamila dan Martani (2014)
yang menyatakan bahwa tidak selalu terdapat trade-off
antara keputusan pajak dan pelaporan keuangan.
Berdasarkan hasil pengujiannya, Kamila dan Martani
(2014) menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan
manufaktur di Indonesia pada tahun 2008 tidak
menghadapi book-tax trade-off dalam pengambilan
keputusan di bidang keuangan dan perpajakan. Hal
tersebut memungkinkan perusahaan untuk
memaksimalkan laba akuntansi dan meminimalkan laba
fiskal yang dilaporkan pada saat bersamaan dengan
memanfaatkan celah peraturan perpajakan.

Pelaporan laba akuntansi dan fiskal yang berbeda
secara signifikan menyebabkan nilai  book-tax
differences (BTD) yang didefinisikan sebagai selisih dari
laba akuntansi sebelum pajak dengan laba fiskal
perusahaan menjadi besar. Nilai BTD positif besar dapat
mengindikasikan adanya unsur penghindaran pajak
yang dilakukan oleh perusahaan seperti yang
disimpulkan pada penelitian-penelitian terdahulu
(Martani & Sari, 2013; Wilson, 2009; Lisowsky, 2010;
Blaylock et al., 2012; Frank et al., 2009). Berdasarkan hal
tersebut, maka hipotesis pertama pada penelitian ini
adalah:

H1: Book-tax differences berpengaruh positif terhadap
tax avoidance
Pengaruh Accrual terhadap Tax Avoidance

Proksi akrual kerap digunakan untuk mengukur
aktivitas manajemen laba maupun pelaporan keuangan
agresif pada penelitian-penelitian sebelumnya (Frank et
al., 2009; Martani et al., 2011; Kamila & Martani, 2014;
Amidu et al., 2019). Manajemen laba yang dilakukan
oleh perusahaan dengan berbagai motivasi, pada
umumnya menyebabkan laba akuntansi yang
dilaporkan menjadi lebih besar dari yang seharusnya
(overstated) (Amidu et al., 2019). Sejalan dengan
hipotesis sebelumnya, hal ini dilakukan manajemen
dengan insentif untuk memperoleh kenaikan
penghasilan baik berupa bonus maupun remunerasi

yang masih berhubungan dengan bonus-plan hypothesis
(Godfrey et al., 2010). Manajemen laba atau agresivitas
laporan keuangan dapat tercermin dari nilai total akrual
yang diakui oleh perusahaan (Martani et al., 2011).

Untuk menciptakan kekayaan perusahaan yang
maksimal, total akrual akan dilaporkan lebih tinggi,
namun laba fiskal akan dilaporkan lebih rendah (Kamila
& Martani, 2014). Sejalan dengan pernyataan tersebut,
akrual perusahaan diduga mengandung unsur
manajemen laba yang berhubungan dengan aktivitas
tax avoidance perusahaan. Dalam penelitiannya, Amidu
et al. (2019) menjelaskan bahwa salah satu dorongan
perusahaan melakukan manajemen laba adalah untuk
menghindari pembayaran pajak (tax avoidance).
Penelitian oleh Pradhana (2020) pada perusahaan
sektor pertambangan yang terdaftar di BEIl periode
2012-2018 menyimpulkan bahwa pelaporan keuangan
agresif yang diukur dengan menggunakan proksi total
akrual berpengaruh positif terhadap aktivitas
penghindaran pajak. Semakin besar kecenderungan
perusahaan untuk melakukan pelaporan keuangan yang
agresif yang ditandai dengan semakin besarnya nilai
akrual yang dilaporkan, maka semakin tinggi pula
tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh
perusahaan. Dengan demikian, hipotesis kedua yang
dikembangkan dalam penelitian ini adalah:

H2: Accrual berpengaruh positif terhadap tax avoidance
Pengaruh Operating Cash Flow terhadap Tax
Avoidance

Penelitian terdahulu (Kim & Im, 2017; Kim &
Jang, 2018) menyimpulkan bahwa perusahaan akan
memiliki kecenderungan melakukan penghindaran
pajak saat nilai arus kas dari aktivitas operasinya tinggi.
Hal ini masih berhubungan dengan manajemen laba,
dimana salah satu unsur dari pendapatan adalah kas
yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan
(Healy, 1985; Hanlon, 2005). Pernyataan tersebut
didukung pula dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Reynolds dan Francis (2000), yang menyatakan
bahwa arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh
dalam tindakan yang dilakukan manajemen untuk
mengelola laba perusahaan.

Rasio arus kas dapat menjadi salah satu
karakteristik laporan keuangan yang mengindikasikan
besarnya laba yang diperoleh perusahaan (Hery, 2016).
Semakin besar rasio arus kas operasi, semakin besar
pula dorongan perusahaan untuk melakukan
penghindaran pajak guna memaksimalkan
kekayaannya. Gazali et al. (2020) menganalisis pengaruh
operating cash flow pada perusahaan sektor
pertambangan di Indonesia dan menyimpulkan arus kas
dari aktivitas operasi berpengaruh positif pada aktivitas
tax avoidance yang dihitung dengan menggunakan
proksi effective tax rate. Berdasarkan hasil pengujian
dan analisis penelitian terdahulu, dapat ditarik
kesimpulan bahwa nilai arus kas operasi memiliki
pengaruh positif terhadap tax avoidance perusahaan.
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Maka hipotesis ketiga yang dikembangkan dalam
penelitian ini adalah:

H3: Operating cash flow berpengaruh positif terhadap
tax avoidance

Pengaruh Corporate Governance terhadap Book-Tax
Difference, Accrual, dan Operating Cash Flow dengan
Tax Avoidance

Berdasarkan penelitian Armstrong et al. (2015),
atribut corporate governance seperti independensi
direksi berhasil meredam aktivitas tax avoidance
perusahaan pada tingkat yang ekstrem. Semakin baik
tata kelola suatu perusahaan maka kecenderungan
melakukan penghindaran pajak akan menurun.
Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian
Desai dan Dharmapala (2006) yang menyatakan bahwa
perusahaan dengan corporate governance yang lemah
akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak.

Beberapa  proksi  pengukuran  corporate
governance yang digunakan pada penelitian terdahulu
di antaranya adalah kepemilikan institusional, proporsi
dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit. Tidak
sejalan dengan hasil penelitian oleh Desai dan
Dharmapala (2006), kesimpulan yang berbeda terkait
pengujian corporate governance terhadap tax
avoidance diungkapkan oleh beberapa peneliti lainnya.
Putri et al. (2016) dan Wahyuniati (2019) menyimpulkan
bahwa mekanisme corporate governance berupa
proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh
terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Nugroho dan
Rosidy (2019) serta Feranika et al. (2019) justru
menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen
sebagai wujud corporate governance berpengaruh
positif terhadap agresivitas pajak. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa penelitian yang mengaitkan proksi
corporate governance terhadap tax avoidance pun
masih menghasilkan simpulan yang beragam dan belum
konklusif.

Berdasarkan perbedaan hasil pada penelitian
terdahulu, hipotesis keempat hingga keenam dalam
penelitian ini dikembangkan tanpa menetapkan dugaan
arah (pengujian dua arah) pada pengaruh corporate
governance yang diukur dengan proporsi komisaris
independen dibandingkan jumlah keseluruhan dewan
komisaris terhadap tax avoidance. Hipotesis keempat
hingga keenam dalam penelitian ini adalah:

H4: Corporate governance memoderasi pengaruh book-
tax differences terhadap tax avoidance

H5: Corporate governance memoderasi pengaruh
accrual terhadap tax avoidance

H6: Corporate governance memoderasi pengaruh
operating cash flow terhadap tax avoidance

3. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini merupakan perusahaan sektor
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
selama periode 2015-2019. Objek penelitian dibatasi
pada sektor manufaktur dengan mempertimbangkan

besarnya penerimaan perpajakan yang dikontribusikan
oleh sektor tersebut terhadap penerimaan negara
berupa pajak setiap tahunnya, serta cakupan
industrinya yang luas (terdiri dari tiga sub sektor
industri, yakni industri dasar dan kimia, industri barang
konsumsi, dan aneka industri) membuat bervariasinya
persentase tax rate pada masing-masing perusahaan
yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Rentang waktu penelitian dipilih periode 2015-
2019 untuk mendapatkan bukti empiris terkait praktik
penghindaran pajak terkini dengan data terbaru. Selain
itu, jangka waktu lima tahun data penelitian ditetapkan
untuk melihat praktik penghindaran pajak perusahaan
dalam jangka pendek. Hal ini dilakukan karena proksi
yang digunakan untuk mengukur tax avoidance adalah
effective tax rate (ETR), yang berdasarkan penelitian
Dyreng et al. (2008), proksi tersebut dikatakan lebih
akurat dan relevan bila digunakan untuk menganalisis
penghindaran pajak dalam jangka pendek (di bawah
sepuluh tahun).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder. Data yang dipakai dalam
penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan
tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
selama tahun 2015 sampai dengan 2019. Data berupa
laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan
diperoleh dari laman www.idx.co.id serta situs
perusahaan yang bersangkutan.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di
BEI. Berdasarkan data yang diperoleh penulis hingga
akhir bulan November 2020, terdapat 193 perusahaan
manufaktur yang terdaftar pada laman www.idx.co.id.
Sampel mencakup seluruh perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEl dengan kriteria-kriteria sebagai
berikut.

1) Perusahaan melakukan initial public offering (IPO)
sebelum 1 Januari 2015

2) Perusahaan memiliki data yang lengkap terkait
variabel penelitian selama periode 2015-2019

3) Perusahaan tidak mengalami kerugian selama
periode penelitian (laba akuntansi sebelum pajak
bernilai positif)

4) Perusahaan memiliki nilai pajak kini positif

Perusahaan  memiliki  periode  pelaporan
akuntansi yang dimulai pada Bulan Januari dan
berakhir pada Bulan Desember setiap tahunnya.
Berdasarkan kriteria di atas, jumlah sampel yang
terpilih sebanyak 72 perusahaan kemudian diamati
dalam lima tahun periode penelitian yang dimulai dari
2015-2019 sehingga menghasilkan total observasi
sebanyak 360 perusahaan-tahun.

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tax
avoidance yang dihitung dengan menggunakan proksi
current effective tax rate (current ETR) perusahaan,
seperti yang telah diuji pada penelitian terdahulu (Mills
et al., 1998; Siegfried, 1972; Stickney & McGee, 1982;
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Zimmerman, 1983; Yin, 2003). Penelitian terdahulu
menggunakan ETR untuk memperhitungkan efektivitas
dari perencanaan pajak (Mills et al., 1998; Rego, 2003).
Selain itu ETR juga merupakan tolak ukur yang penting
dalam penelitian terkait penilaian beban pajak
perusahaan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dan
para peneliti akademis (Siegfried, 1972; Stickney &
McGee, 1982; Zimmerman, 1983).

Sedangkan beberapa peneliti lain seperti Amidu
et al. (2016), Taylor dan Richardson (2012),
mendefinisikan tax avoidance sebagai perbedaan
antara tarif pajak sesuai undang-undang dengan ETR
perusahaan. Tax avoidance mempengaruhi nilai ETR
setidaknya dalam dua cara (Rego, 2003), pertama tax
avoidance menciptakan adanya BTD, kemudian BTD
menciptakan ETR yang bervariasi pada berbagai
perusahaan. Hal ini dikarenakan pembilangnya
berdasarkan laba fiskal, sedangkan penyebutnya
berdasarkan laba akuntansi.

ETR didefinisikan sebagai rasio dari pajak
terutang dibandingkan dengan laba akuntansi sebelum
pajak. lJika terdapat dua perusahaan memiliki laba
akuntansi sebelum pajak yang sama namun membayar
sejumlah pajak penghasilan yang berbeda ke negara,
maka perusahaan yang membayar lebih sedikit akan
memiliki ETR yang lebih rendah dan dikatakan memiliki
perencanaan perpajakan yang lebih efektif (Rego,
2003). Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa
perusahaan dengan ETR yang lebih rendah memiliki
potensi lebih besar untuk melakukan aktivitas
penghindaran pajak (tax avoidance). Penggunaan proksi
ETR juga dilakukan oleh Dyreng et al. (2008) untuk
menganalisis kecenderungan tax avoidance yang
dilakukan oleh perusahaan dalam jangka panjang,
namun terdapat sedikit modifikasi yang diterapkan
yakni dengan menggunakan cash-ETR selama sepuluh
tahun. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan
bahwa cash-ETR merupakan proksi paling akurat untuk
menghitung tax avoidance dalam jangka panjang yakni
sepuluh tahun ruang lingkup penelitian.

Proksi lain yang kerap digunakan untuk menilai
tax avoidance adalah book-tax differences (BTD), yang
juga umum digunakan oleh para peneliti sebelumnya
(Phillips et al., 2003; Hanlon, 2005; Mills & Newberry,
2001; Lev & Nissim, 2004; Manzon & Plesko, 2002; Desai
& Dharmapala, 2007; Frank et al., 2009). Namun
menurut Hanlon (2010), BTD bukanlah proksi yang baik
digunakan untuk mengukur aktivitas tax avoidance
dimana sampel perusahaan bervariasi dengan
kepentingan keuangan yang berbeda-beda. Hal senada
juga disampaikan oleh Dyreng et al. (2008) yang
menyatakan bahwa BTD dan tax avoidance merupakan
dua hal yang berbeda karena aktivitas penghindaran
pajak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah
satunya adalah dengan meningkatkan jumlah kredit
pajak.

Selain hal itu, strategi perusahaan yang bertujuan
menangguhkan pembayaran pajak ke periode

selanjutnya misalnya dengan memilih metode
depresiasi yang menyebabkan beban penyusutan
secara fiskal lebih besar, tidak akan mempengaruhi
perhitungan current ETR (Hanlon & Heitzman, 2010).
Menurut Dyreng et al. (2008), ETR merupakan proksi
yang lebih baik dan akurat untuk menggambarkan
aktivitas tax avoidance tahunan perusahaan pada
jangka pendek (di bawah sepuluh tahun).
Mempertimbangkan hal tersebut, penelitian ini
menggunakan proksi current ETR untuk mengukur tax
avoidance dalam jangka pendek, menyesuaikan
dengan lingkup waktu penelitian yakni lima tahun.

Terdapat beberapa variabel independen yang
digunakan dalam penelitian ini dengan menguji
pengaruhnya terhadap tax avoidance (ETR). Variabel-
variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut.
Book-tax differences (BTD)

Terdapat beberapa peneliti yang telah menguji
variabel independen BTD terhadap tax avoidance yang
diukur dengan proksi GAAP ETR yakni Windarti dan Sina
(2017) serta Hidayat dan Mulda (2019) vyang
menggunakan proksi cash ETR, dan memberikan
kesimpulan hasil penelitian dengan menyatakan bahwa
terdapat hubungan positif antara BTD dengan tax
avoidance. Namun demikian, pengujian BTD terhadap
tax avoidance yang diukur dengan proksi current ETR di
Indonesia dapat dikatakan masih terbatas.

Penelitian internasional yang menganalisis
penghindaran pajak dengan menggunakan proksi
book-tax differences telah banyak dilakukan terhadap
perusahaan-perusahaan publik (Plesko, 2000; Manzon
& Plesko, 2002; Desai, 2003; Hanlon & Shevlin, 2005;
Hanlon, 2005). Sejalan dengan hal tersebut, dalam
penelitiannya, Jackson (2015) menjelaskan bahwa BTD
(baik beda tetap dan temporer) berasosiasi positif
dengan manajemen laba dan penghindaran pajak. BTD
yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dengan
mengacu pada penelitian Desai dan Dharmapala
(2006).

Accrual (TACC)

Total accrual (TACC) digunakan sebagai proksi
untuk mengukur manajemen laba dan pelaporan
keuangan agresif (Martani et al., 2011; Pradhana,
2020). Mengacu pada model penelitian Martani et al.
(2011), penelitian ini juga menggunakan proksi total
akrual dan melihat pengaruhnya terhadap tax
avoidance.

Operating Cash Flow (OCF)

Operating cash flow sebagai variabel independen
vang diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen
berupa tax avoidance telah dilakukan pada beberapa
penelitian terdahulu. Penelitian secara internasional
dilakukan oleh peneliti-peneliti Korea Selatan yakni Kim
dan Im (2017) serta Kim dan Jang (2018) dengan sampel
berupa perusahaan kecil-menengah (small-medium
enterprise) dan perusahaan yang bergerak di bidang
pengolahan limbah konstruksi. Sedangkan penelitian
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yang menganalisis hal serupa di Indonesia dilakukan
oleh Gazali et al. (2020).

Variabel independen arus kas operasi dipilih
dengan pertimbangan bahwa kemampuan perusahaan
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya salah
satunya dipengaruhi oleh ketersediaan kas dari
aktivitas operasi (Gazali et al., 2020). Sedangkan
menurut Kim dan Im (2017), perusahaan dengan nilai
operating cash  flow vyang besar memiliki
kecenderungan lebih tinggi untuk terlihat dalam
aktivitas tax avoidance yang didorong oleh sikap
oportunistik manajemen. Pernyataan tersebut juga
didukung oleh hasil penelitian terdahulu dari Koh et al.
(2007) serta Koh dan Park (2011). Perhitungan variabel
operating cash flow mengacu pada penelitian Kim dan
Im (2017).

Variabel Moderasi

Penelitian ini menggunakan komponen corporate
governance sebagai variabel moderasi dengan
melakukan modifikasi pada model penelitian untuk
menghadirkan aspek keterbaruan (novelty)
dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu.
Corporate governance diwakilkan dengan proksi
proporsi komisaris independen terhadap jumlah
komisaris secara keseluruhan (KOMIND). Hal ini
dilakukan dengan mempertimbangkan temuan dari
penelitian Armstrong et al. (2015) yang menyatakan
bahwa independensi direksi perusahaan berpengaruh
terhadap aktivitas penghindaran pajak di perusahaan
tersebut. Selain itu penelitian dengan menggunakan
proksi jumlah komisaris independen juga telah
dilakukan oleh Siallagan dan Machfoedz (2006),
Wahyuniati (2019), Nugroho dan Rosidy (2019),
Feranika et al. (2019).

Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel
kontrol untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih
akurat serta persentase koefisien determinasi yang
lebih tinggi. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah
ukuran perusahaan (SIZE), tingkat utang perusahaan
(LEV), dan profitabilitas (ROA). Pemilihan ketiga variabel
kontrol tersebut dilakukan berdasarkan penggunaannya
pada penelitian-penelitian sebelumnya terkait tax
avoidance.

Ukuran Perusahaan (SIZE)

Ukuran perusahaan digunakan untuk
mengendalikan efek skala ekonomi yang berbeda pada
masing-masing perusahaan. Semakin besar ukuran
perusahaan diduga semakin tinggi juga
kecenderungannya untuk terlibat dalam aktivitas
penghindaran pajak. Hal ini tersebut terjadi karena
perusahaan yang besar memiliki sumber daya yang lebih
baik yang dapat menyebabkan manajemen pajak
menjadi lebih efektif. Chen et al. (2010), Samingun
(2012), dan Irianto et al. (2017) menyimpulkan bahwa
ukuran perusahaan berasosiasi positif dengan tax
avoidance. Wang (1991) menyatakan bahwa ukuran
perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio

effective tax rate perusahaan sebagai indikator
keberhasilan politik.

Cahyono et al. (2016) menyimpulkan bahwa
ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax
avoidance pada perusahaan publik di Indonesia.
Mempertimbangkan perbedaan hasil pengujian
terhadap ukuran perusahaan pada penelitian terdahulu,
pengujian variabel kontrol berupa ukuran perusahaan
dalam penelitian ini dilakukan tanpa menetapkan
dugaan arahnya terhadap tax avoidance terlebih dahulu
(pengujian dua arah). Ukuran perusahaan diukur
melalui logaritma alami dari total aset perusahaan.
Ukuran perusahaan (SIZE) = logaritma alami (Ln) dari
nilai buku total aset
Tingkat Utang atau Leverage (LEV)

Selain ukuran perusahaan, variabel kontrol
kedua dalam penelitian ini adalah tingkat utang
perusahaan atau leverage. Besarnya tingkat utang
diduga memiliki pengaruh terhadap kecenderungan
penghindaran pajak perusahaan. Lisowsky (2010)
menyimpulkan penghindaran pajak berasosiasi positif
dengan tingkat utang perusahaan. Beban bunga dari
utang jangka panjang menjadi komponen pengurang
penghasilan perusahaan sehingga perlu dikendalikan
untuk memberikan keyakinan bahwa penghematan
pajak tidak disebabkan oleh tingkat utang yang tinggi.
Perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi
dalam struktur modalnya, memiliki kecenderungan yang
tinggi juga terhadap tax avoidance (Gupta & Newberry,
1997; Chen et al., 2010). Hasil yang berbeda
diungkapkan oleh Irianto et al. (2017), Kurniasih dan Sari
(2010), Ariandini dan Ramantha (2018), serta
Krisdiantoro et al. (2019) yang menyatakan bahwa
leverage tidak memiliki pengaruh terhadap tax
avoidance pada perusahaan publik di Indonesia.

Dharma dan Ardiana (2016), Swingly dan
Sukartha (2015) menyimpulkan bahwa /leverage
berpengaruh negatif terhadap tax avoidance di
perusahaan publik Indonesia. Berdasarkan beberapa
perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya tersebut,
pengujian variabel kontrol berupa tingkat utang dalam
penelitian ini dilakukan tanpa menetapkan dugaan
arahnya terhadap tax avoidance terlebih dahulu
(pengujian dua arah). Leverage didefinisikan sebagai
rasio total utang terhadap total aset pada tahun
berjalan (Ming-Te, 2017). Leverage diukur melalui
perbandingan debt to equity ratio (DER).

Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kemampuan
perusahaan untuk memperoleh laba dengan
memanfaatkan total aset yang dimiliki. Profitabilitas
perusahaan diukur dengan menggunakan rasio return
on assets (ROA). ROA menjadi salah satu komponen
variabel kontrol dengan pertimbangan bahwa
kemampuan perusahaan menghasilkan laba dapat
mempengaruhi tindakan oportunistik manajer untuk
menghindari pajak. Semakin besar profitabilitas
perusahaan diduga berasosiasi positif dengan aktivitas
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penghindaran pajak (Gupta & Newberry, 1997; Rego,
2003; Chen et al., 2010). Namun pengujian variabel
kontrol berupa profitabilitas perusahaan dalam
penelitian ini juga dilakukan tanpa menetapkan dugaan
arahnya terhadap tax avoidance terlebih dahulu
(pengujian dua arah). ROA didefinisikan sebagai
perbandingan antara laba akuntansi sebelum pajak
(pretax income) yang diperoleh perusahaan terhadap
total seluruh aset yang dimilikinya pada akhir tahun.
Model Penelitian

Model penelitian ini  menggabungkan
beberapa model penelitian terdahulu oleh Desai dan
Dharmapala (2006), Martani et al. (2011), Kim dan Im
(2017), Windarti dan Sina (2017), serta Hidayat dan
Mulda (2019). Penulis melakukan modifikasi model
penelitian untuk mengetahui dan menganalisis peran
corporate governance dalam memoderasi pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen.
Model penelitian pertama adalah untuk menguiji
pengaruh book-tax difference, accrual, dan operating
cash flow terhadap tax avoidance, sebagaimana
dikembangkan dalam Hi sampai Hs, sebagai berikut.
ETR = Po+ BiBTDit+ B2TACCit+ B3sOCFit+ BaSIZEi:+
it BsLEVi:+ 6ROAi: + €it

Sementara itu untuk mengetahui peran
corporate governance dalam memoderasi pengaruh
book-tax difference, accrual, dan operating cash flow
terhadap tax avoidance sebagaimana dikembangkan
dalam Hs sampai He, digunakan model penelitian kedua
sebagai berikut.

ETR = o+ B1BTDit+ B2TACCit+ B3OCFi:+ B7KOMIND;: +

it Bs(BTDit * KOMINDi 1) + Bo(TACCit * KOMIND; 1) +
B1o(OCFit * KOMINDit) + PaSIZEi+ + PBsLEVi: +
BsROAit + €it

Keterangan:

ETRit = current effective tax rate entitas i tahun t

BTDi+ = book-tax differences perusahaan i tahun t

TACCi: =total accrual perusahaan i pada tahunt

OCFit+ = operating cash flow perusahaan i tahun t

KOMIND;«= corporate governance perusahaan i tahun t

SIZEi+ = logaritma natural ukuran perusahaan i pada

tahunt

LEVi+  =leverage perusahaan i pada tahun t

ROAi: = profitabilitas perusahaan i pada tahunt

Eit = error

B = konstanta

4. HASIL PENELITIAN

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan
terhadap dua model penelitian. Model pertama pada
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh
positif book-tax differences (BTD), accrual (TACC), dan
operating cash flow (OCF) terhadap tax avoidance yang
diukur dengan menggunakan proksi current ETR.
Model pertama dalam penelitian ini merupakan
pengujian yang bersifat satu arah (one-tailed). Hasil uji
regresi model penelitian, nilai koefisien determinasi, uji

F, serta uji t model pertama penelitian ini disajikan
pada tabel sebagai berikut.
Tabel Hasil Uji Regresi Model 1

Model 1
Variabel B Robust P>|t|
(ETR) Koefisien t two-
Std. Err .
tailed
BTD - 0,2214523 - 0,000
3,300066 14,90
TACC - 0,0325534 | -0,00 | 0,999
0,000061
OCF 0,117963 | 0,0315724 3,74 0,000
SIZE - 0,0052219 | -1,11 0,270
0,005799
LEV 0,016938 | 0,0070753 2,39 0,019
ROA - 0,0620321 | -4,76 | 0,000
0,295534
C 0,419892 | 0,1474207 2,85 0,006
Prob>F 0,0000
R? 0,7231
R?adj. 0,7290

Sumber: Diolah dari Aplikasi Stata 16

Model kedua pada penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis peran corporate governance yang diukur
dengan menggunakan proporsi jumlah komisaris
independen terhadap total seluruh dewan komisaris,
sebagai variabel yang memoderasi pengaruh variabel
independen yakni book-tax differences (BTD), accrual
(TACC), dan operating cash flow (OCF) terhadap variabel
dependen yakni tax avoidance. Berbeda dengan model
pertama, pengujian model kedua dalam penelitian ini
bersifat dua arah (two-tailed). Hasil uji regresi model
penelitian, nilai koefisien determinasi, uji F, serta uji t
model kedua pada penelitian ini disajikan pada tabel
sebagai berikut.
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Tabel Hasil Uji Regresi Model 2

perusahaan manufaktur di Indonesia pada tahun 2006-

2010 juga menghasilkan kesimpulan yang sama,

dengan pernyataan bahwa manajemen laba tidak
terbukti  mempengaruhi  perencanaan  pajak
perusahaan. Hal tersebut terjadi karena adanya

perbedaan tujuan pelaporan akuntansi dan fiskal.

Perusahaan cenderung menggunakan akrual untuk

memberikan sinyal positif pada pemegang saham

sesuai dengan teori pensinyalan, sedangkan kegiatan
perencanaan pajak bertujuan untuk menghemat

beban pajak dalam jangka pendek. Perbedaan tujuan
tersebut  mengindikasikan bahwa perusahaan

memiliki kecenderungan menggunakan komponen

laporan keuangan selain akrual dalam kegiatan

penghindaran pajak.

Hasil pengujian secara statistik yang tidak

menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara

Model 2
Variabel B P P>|t|
(ETR) Koefisien t two-
Std. Err .
tailed
BTD -3,662644 0,989881 -3,70 0,000
TACC 0,195131 0,161995 1,20 0,232
OCF -0,026874 0,189061 -0,14 0,887
KOMIND 0,011481 0,035864 0,32 0,750
BTD*KOMIND 0,942558 2,368776 0,40 0,692
TACC*KOMIND -0,477399 0,383341 -1,25 0,217
OCF*KOMIND 0,379255 0,481816 0,79 0,434
SIZE -0,005519 0,005342 -1,03 0,305
LEV 0,017989 0,007081 2,54 0,013
ROA -0,306730 0,059885 -5,12 0,000
C 0,274275 0,007969 34,41 0,000
Prob>F 0,0000
R2 0,7292
R2ad]. 0,7337

TACC dan ETR dapat menjadi indikasi bahwa

Sumber: Diolah dari Aplikasi Stata 16
Pengaruh Accrual (TACC) Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan pada hasil pengujian signifikansi
parsial (uji hipotesis) variabel TACC yang telah disajikan
pada table di atas, total acccrul (TACC) perusahaan
terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap
current ETR pada tingkat keyakinan sebesar 95%.
Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh Blaylock et al. (2012), Syanthi et al.
(2013), Putri et al. (2016), Hanna dan Haryanto (2016),
Ferdiawan dan Firmansyah (2017). Namun penelitian ini
tidak sejalan dengan hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh Frank et al. (2009), Kamila dan Martani
(2014), Suyanto dan Supramono (2012), Geraldina
(2013), Ppradhana (2020).

Accrual sering kali diasosiasikan dengan kegiatan
manajemen laba maupun pelaporan keuangan agresif
yang dilakukan oleh perusahaan. Masri dan Martani
(2014) mendeskripsikan manajemen laba sebagai suatu
aktivitas yang salah satu tujuannya adalah
meminimalkan beban pajak, namun di sisi lain berusaha
untuk mengoptimalkan laba demi mempertahankan
kepercayaan para pemegang saham. Pajriyansyah dan
Firmansyah (2015) menyebutkan bahwa manajemen
laba perusahaan berkorelasi kuat dengan kegiatan
manajemen pajak yang memiliki tujuan untuk
menghindari pembayaran pajak. Sejalan dengan hal
tersebut, Frank et al. (2009) serta Kamila dan Martani
(2014) menemukan hubungan positif signifikan antara
agresivitas pajak dengan pelaporan keuangan yang
agresif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan kesimpulan
Blaylock et al. (2012) yang menyatakan bahwa accrual
perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap kegiatan penghindaran pajak. Proksi
discretionary accruals yang digunakan Blaylock et al.
(2012) terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap tax
avoidance yang dihitung dengan proksi cash ETR dalam
jangka waktu lima tahun pengamatan. Penelitian oleh
Syanthi et al. (2013) yang dilakukan terhadap 40

perusahaan mengalami trade-off antara pelaporan
keuangan agresif dengan agresivitas perpajakan selama
periode pengamatan (Shackelford & Shevlin, 2011;
Erickson et al., 2004). Perusahaan dengan nilai laba yang
tinggi harus siap menanggung konsekuensi menjadi
sasaran transfer kekayaan oleh pemerintah seperti yang
dijelaskan dalam hipotesis biaya politik (Kessel &
Alchian, 1962; Jensen & Meckling, 1978; Rego, 2003).
Hal tersebut mendorong perusahaan untuk memilih
antara melakukan praktik manajemen laba (pelaporan
keuangan agresif) atau mempraktikkan penghindaran
pajak.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa
perusahaan tidak menggunakan total akrual sebagai
bentuk manajemen laba untuk menekan beban pajak
yang harus ditanggung perusahaan. Trade-off yang
dialami perusahaan menekan kecenderungan
perusahaan untuk melakukan manajemen laba yang
dapat tercermin dari nilai rata-rata TACC perusahaan
yang relatif kecil selama periode pengamatan. Walau
demikian, perusahaan juga dapat bertindak oportunistik
dengan memanfaatkan momentum  percepatan
pertumbuhan  ekonomi  untuk  memaksimalkan
keuntungan serta memberikan sinyal positif kepada
para pemegang saham.

Rendahnya nilai TACC vyang dilaporkan
perusahaan dapat menjadi indikasi bahwa perusahaan
terlibat dalam agresivitas pajak. Kamila dan Martani
(2014) menjelaskan, saat perusahaan mengalami trade-
off antara manajemen laba dan agresivitas pajak
kemudian memutuskan melakukan agresivitas pajak,
perusahaan akan melaporkan laba yang lebih rendah
dari yang seharusnya walaupun harus menanggung
konsekuensi penurunan reputasi di mata pemegang
saham. Penelitian ini menyimpulkan bahwa TACC tidak
berpengaruh  terhadap tax avoidance karena
manajemen perusahaan mengalami masalah trade-off
tersebut. Selain itu, rendahnya nilai TACC selama
periode pengamatan selain tahun 2018 juga dapat
menjadi penyebab mengapa total akrual tidak dapat
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menangkap fenomena tax avoidance dengan baik.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil
penelitian ini menegaskan dan mendukung penelitian
Syanthi et al. (2013) yang menyatakan bahwa
perusahaan akan menerapkan praktik manajemen laba
dan manajemen pajak dengan tujuan dan metode yang
berbeda.

Pengaruh Operating Cash Flow (OCF) terhadap Tax
Avoidance

Berdasarkan pada hasil pengujian signifikansi
parsial (uji hipotesis) variabel OCF yang telah disajikan
pada table di atas, operating cash flow (OCF) terbukti
memiliki pengaruh positif dan secara statistik signifikan
terhadap current ETR pada tingkat keyakinan 99%.
Semakin besar nilai OCF yang dihasilkan perusahaan,
maka semakin besar proporsi current ETR. Melalui hal
tersebut, dapat disimpulkan bahwa OCF perusahaan
berpengaruh negatif signifikan terhadap kegiatan
penghindaran pajak (tax avoidance). Penelitian ini
mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh
Kurniawan dan Nuryanah (2017) serta Surahman dan
Firmansyah (2017). Sementara itu, penelitian ini tidak
sejalan dengan hasil penelitian oleh Dhaliwal et al.
(2011), Kim dan Im (2017), Kim dan Jang (2018), dan
Gazali et al., (2020).

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif
variabel operating cash flow yang telah disajikan pada
table di atas, nilai rata-rata dan maksimum tertinggi
terjadi pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, nilai
rata-rata current ETR juga mencapai titik tertingginya
dengan persentase peningkatan sebesar 4,62%
dibandingkan tahun 2018. Sedangkan, nilai rata-rata
dan maksimum terendah variabel OCF terjadi pada
tahun 2018, dimana pada tahun yang sama nilai rata-
rata dan maksimum ETR mencapai titik terendahnya.
Kedua hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan
bahwa meningkatnya arus kas yang dihasilkan dari
aktivitas operasi perusahaan akan berdampak baik pada
peningkatan current ETR perusahaan. Arus kas yang
dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan dapat
menjadi indikator yang menentukan apakah kegiatan
perusahaan menghasilkan sumber daya yang cukup
untuk melakukan pelunasan pinjaman, memelihara
kemampuan operasi organisasi, membayar dividen dan
pajak, serta melakukan investasi tanpa memerlukan
tambahan pendanaan dari pihak luar (Gazali et al.,
2020).

Selain itu keseluruhan nilai rata-rata OCF selama
lima tahun pengamatan adalah sebesar 0,081161. Hal
tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya
perusahaan mampu menghasilkan arus kas dari aktivitas
operasi perusahaan sebesar 8,1% dari total aset akhir
tahunnya. Hal ini cukup logis karena pendapatan dari
aktivitas operasi perusahaan merupakan salah satu
komponen pendapatan terbesar pada perusahaan
manufaktur. Nilai maksimum variabel OCF selama lima
tahun periode pengamatan berturut-turut dimiliki oleh
PT ASII, sebuah perusahaan produsen otomotif. Namun

pada tahun 2020, PT ASIl memutuskan untuk merevisi
anggaran belanja modal demi menjaga likuiditas dan
arus kas perusahaan di tengah situasi pandemi
(Indopremier, 2020)

Bila dikaitkan dengan kondisi perekonomian di
tahun 2019, peningkatan OCF dan ETR memiliki
hubungan berbanding terbalik dengan dengan
melemahnya perekonomian baik pada tingkat global
maupun nasional. Seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, di tahun 2018, Bank  Dunia
memprediksikan perekonomian secara global akan
mengalami perlambatan di tahun 2019 yang disebabkan
melemahnya perdagangan dan investasi. Prediksi yang
disampaikan di tahun 2018 tersebut dapat
mempengaruhi ekspektasi perusahaan dan pemegang
saham terkait kondisi perusahaan di tahun mendatang.
Di saat perekonomian global sedang mengalami
percepatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018,
perusahaan memanfaatkannya untuk melakukan
ekspansi operasional yang menyebabkan arus kas dari
aktivitas operasi menurun di tahun tersebut. Sebaliknya,
mengantisipasi perlambatan ekonomi di tahun 2019,
perusahaan memiliki kecenderungan untuk
mempertahankan tingkat OCF tinggi guna menjaga
kapasitas perusahaan dalam menghadapi kondisi yang
tidak menentu.

Walaupun hasil penelitian ini tidak mendukung
hasil penelitian yang dilakukan oleh Gazali et al. (2020),
namun pernyataannya yang mengatakan bahwa arus
kas dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan
perusahaan dalam melakukan pelunasan beban pajak
didukung dalam penelitian ini. Hal tersebut dibuktikan
dengan peningkatan nilai ETR seiring dengan
meningkatnya OCF perusahaan. Selain itu, sistem
pengawasan perpajakan di era ini juga menjadi salah
satu faktor yang menekan peluang penghindaran pajak
oleh perusahaan melalui operating cash flow.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu
otoritas perpajakan di Indonesia memiliki kewenangan
untuk memeriksa akun kas perusahaan hingga ke
rekening koran bank seperti yang telah ditetapkan
dalam PMK No.70/PMK.03/2017 sebagaimana yang
telah diubah dengan PMK No0.19/PMK/03/2018 tentang
Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan
untuk Kepentingan Perpajakan. Selain itu, di tahun 2018
DJP mulai memanfaatkan Automatic Exchange of
Information (AEol) untuk meningkatkan kinerja
pemeriksaan pajak. Automatic Exchange of Information
(AEol) merupakan sebuah upaya kerja sama yang
dilakukan oleh negara-negara anggota G20 dengan
OECD untuk melakukan pertukaran informasi antar
negara secara otomatis termasuk transaksi keuangan
yang dilakukan para wajib pajak.

Dengan sistem pengawasan perpajakan yang
telah terintegrasi, maka akan sulit bagi wajib pajak
untuk melakukan penghindaran pajak melalui operating
cash flow perusahaan. Perusahaan menggunakan OCF
sebagai sinyal untuk menunjukkan kinerja baik
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keuangan kepada para pemegang saham. “Cash is the
king” adalah salah satu ungkapan yang populer dalam
ilmu manajemen keuangan yang mendukung hal
tersebut. Tidak dapat dipungkiri, salah satu indikator
utama yang digunakan oleh para pemegang saham
untuk menilai perusahaan adalah melalui kemampuan
perusahaan tersebut menghasilkan arus kas masuk yang
salah satunya berasal dari aktivitas operasi.

Hasil penelitian ini mendukung teori pensinyalan
yang menyatakan bahwa perusahaan menggunakan
komponen keuangannya untuk memberikan sinyal
kepada pemegang saham terkait kinerja perusahaan.
Godfrey et al. (2010) menjelaskan bahwa dalam
perspektif informasi, manajer akan secara sukarela
menyediakan informasi keuangan bagi para investor
sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Manajer
menggunakan komponen pendapatan, salah satunya
berasal dari arus kas masuk yang dihasilkan dari aktivitas
operasional perusahaan sebagai alat untuk memberikan
sinyal positif terhadap prediksi kinerja perusahaan di
masa yang akan datang, terlebih lagi saat perusahaan
menghadapi kondisi perekonomian yang tidak menentu
seperti pada tahun 2019. Meningkatnya current ETR
perusahaan seiring dengan meningkatnya operating
cash flow juga menjadi sinyal positif yang berusaha
disampaikan oleh manajer untuk menjaga kredibilitas
kinerja dan tata kelola perusahaan yang baik dengan
patuh terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Meningkatnya ekspektasi investor terhadap
kinerja perusahaan di masa yang akan datang, akan
berujung pada peningkatan return saham perusahaan.
Semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan
pendapatan, semakin meningkat juga return saham,
yang membuat peluang manajemen mendapatkan
kenaikan bonus atau remunerasi juga meningkat.
Dengan demikian, hasil penelitian ini juga mendukung
bonus plan hypothesis dalam teori akuntansi positif.
Berlawanan dengan hasil penelitian Kamila dan Martani
(2014) yang menyatakan bahwa perusahaan
menggunakan komponen laba untuk menghindari
pembayaran pajak, hasil pengujian terhadap operating
cash flow justru menunjukkan bahwa OCF perusahaan
merupakan indikator yang baik untuk menilai
kepatuhan pajak pada perusahaan manufaktur di
Indonesia.

Penggunaan variabel OCF tidak dapat
mengidentifikasikan aktivitas tax avoidance pada
perusahaan manufaktur di Indonesia menunjukkan
kemungkinan bahwa manajemen menggunakan proksi
lainnya dalam perencanaan pajaknya. Manajemen
kemungkinan lebih banyak menggunakan komponen
deductible dan non deductible expense pada aktivitas
penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya,
manajemen menggunakan operating cash flow tersebut
untuk memberikan sinyal baik kepada pemegang saham
terkait kinerja keuangan perusahaan. Sinyal baik
tersebut penting untuk dipertahankan manajemen guna
menjaga kredibilitasnya dalam menerapkan tata kelola

perusahaan yang baik yang salah dibuktikan dengan
kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Sehingga,
berdasarkan pengujian operating cash flow dalam
penelitian ini, OCF justru terbukti dapat menjadi
indikator yang baik dalam mewakili tingkat kepatuhan
pajak perusahaan manufaktur.

Moderasi Corporate Governance

Penelitian  ini  menggunakan  komponen
corporate governance yang diukur berdasarkan proporsi
jumlah komisaris independen terhadap total dewan
komisaris (KOMIND), sebagai variabel yang memoderasi
pengaruh book-tax differences terhadap tax avoidance.
Berdasarkan penelitian Armstrong et al. (2015), atribut
corporate governance seperti independensi direksi
memiliki hubungan negatif dengan tax avoidance pada
tingkat yang ekstrem. Tujuan penerapan corporate
governance dapat dibedakan menjadi dua yakni untuk
mengontrol biaya keagenan (agency cost) dan untuk
mempromosikan tanggung jawab sosial (Sheikh & Rees,
1995). Minnick dan Noga (2010) mengungkapkan bahwa
terdapat hubungan negatif antara komponen corporate
governance berupa jumlah direksi, usia CEO, struktur
direksi independen, dan dualisme CEO sebagai ketua
dewan terhadap pembayaran pajak. Namun menurut
Nugroho dan Rosidy (2019) serta Feranika et al. (2019),
komisaris independen justru berpengaruh positif
signifikan terhadap tax avoidance. Berdasarkan
kesimpulan tersebut, dalam penelitian ini, corporate
governance yang diwakilkan dengan jumlah komisaris
independen diduga dapat memoderasi pengaruh BTD
terhadap tax avoidance.

Keberadaan corporate governance menjadi
kontrol internal penting dalam perusahaan vyang
mendorong keselarasan tindakan manajer dengan
regulasi yang ada. Desai dan Dharmapala (2009)
mengungkapkan bahwa kebijakan manajemen pajak
perusahaan dapat dipengaruhi oleh keberadaan
corporate governance. Corporate governance dianggap
dapat menekan kecenderungan wajib pajak dalam
terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak. Namun
berdasarkan pada hasil uji regresi model 2 yang telah
disajikan pada table di atas, variabel interaksi antara
BTD dan KOMIND terbukti tidak mampu memoderasi
pengaruh book-tax differences (BTD) perusahaan
terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini sejalan
dengan hasil penelitian oleh Sari dan Martani (2010),
Desai dan Dharmapala (2006), Wahyuniyati (2019) yang
menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh
signifikan antara corporate governance terhadap
penghindaran pajak perusahaan.

Hal ini dapat disebabkan salah satunya karena
keberadaan komisaris independen kemungkinan besar
dimiliki perusahaan hanya untuk memenuhi peraturan
yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan
bukan karena adanya inisiatif perusahaan untuk
menerapkan good corporate governance. Peraturan
terkait komisaris independen telah diatur dalam
Peraturan OJK No.33/P0OJK.04/2014 tentang Direksi dan
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Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam
peraturan tersebut diatur bahwa pada saat perusahaan
memiliki dua orang dewan komisaris, salah satunya
diwajibkan merupakan seorang komisaris independen.
Sedangkan bila perusahaan memiliki lebih dari dua
orang dewan komisaris, maka proporsi komisaris
independen setidaknya mencakup 30% dari total dewan
komisaris.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif
variabel corporate governance (KOMIND) yang telah
disajikan pada table tersebut, nilai minimum KOMIND
selama lima tahun pengamatan tidak pernah mencapai
persentase sebesar 30% dari tahun ke tahun. Hal
tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat
perusahaan yang tidak mematuhi peraturan terkait
proporsi minimum komisaris independen bahkan
setelah peraturannya disahkan pada tahun 2014. Dari
360 total observasi, terdapat sepuluh perusahaan-tahun
yang memiliki proporsi komisaris independen lebih kecil
dari 0,3.

Dari sepuluh perusahaan-tahun tersebut, lima
diantaranya dimiliki oleh satu perusahaan yang sama
yakni PT SMGR. Proporsi komisaris independen
perusahaan tersebut sejak tahun 2015 hingga 2019
tidak pernah mengalami perubahan yakni konsisten
sebesar 0,28571 dengan jumlah komisaris independen
sebanyak dua orang dari total tujuh dewan komisaris.
Analisis tersebut menunjukkan bahwa walau telah
disahkan dalam peraturan, tidak semua perusahaan
patuh menjalankan corporate governance. Pengawasan
pihak yang berotoritas pun diduga kurang optimal
mempertimbangkan PT SMGR tidak pernah mengalami
peningkatan jumlah komisaris independen selama lima
tahun pengamatan.

Kurangnya  penegakkan peraturan yang
mengatur terkait proporsi minimum komisaris
independen sebagai bentuk tata kelola perusahaan yang
baik serta tidak optimalnya pengaruh komisaris
independen dalam meredam kegiatan penghindaran
pajak, menyebabkan variabel tersebut tidak mampu
memoderasi pengaruh positif BTD terhadap tax
avoidance. Komisaris independen tidak mampu
meredam perilaku oportunistik manajemen dalam
melakukan kegiatan penghindaran pajak. Hal tersebut
dapat disebabkan karena lemahnya pengaruh komisaris
independen terhadap kebijakan atau keputusan
manajemen terutama dalam bidang perpajakan.

Selain itu tidak adanya peraturan yang jelas
terkait tugas dan wewenang komisaris independen
serta seberapa jauh pengaruhnya dapat mempengaruhi
keputusan perusahaan juga menjadi alasan mengapa
variabel tersebut tidak memoderasi hubungan BTD
terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini mendukung
pernyataan Wahyuniyati (2019), yang menyimpulkan
bahwa keberadaan komisaris independen yang berasal
dari luar manajemen perusahaan, menyulitkannya
untuk dapat terlibat dalam mengawasi tindakan
manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Saat

diuji secara terpisah, corporate governance (KOMIND)
juga tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap tax
avoidance yang menunjukkan bahwa corporate
governance hanya bertindak sebagai moderasi potensial
(homologiser moderator) pada pengaruh antara BTD
dengan tax avoidance. Homologiser ~moderator
merupakan sebutan untuk variabel yang berpotensi
menjadi variabel moderasi.

Penelitian  ini  menggunakan  komponen
corporate governance yang diukur berdasarkan proporsi
jumlah komisaris independen terhadap total dewan
komisaris (KOMIND), sebagai variabel yang memoderasi
pengaruh accrual terhadap tax avoidance. Berdasarkan
hasil uji regresi model 2 yang telah disajikan pada table
di atas, variabel interaksi antara TACC dan KOMIND
terbukti tidak mampu memoderasi pengaruh accrual
(TACC) perusahaan terhadap tax avoidance.
Sebelumnya pada hasil uji regresi model 1, TACC
terbukti tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
Namun setelah dimoderasi oleh KOMIND, pengaruh
TACC terhadap tax avoidance pun tidak berubah, tetap
tidak signifikan.

Masih berkaitan dengan pembahasan
sebelumnya, hasil penelitian ini membuktikan bahwa
tidak selamanya keberadaan komisaris independen
dapat menjamin kontrol yang kuat terhadap tindakan
manajemen terlebih lagi pada aktivitas penghindaran
pajak. Penelitian ini juga menegaskan kembali hasil
penelitian Saksessia (2018) yang menyimpulkan bahwa
keberadaan tata kelola perusahaan tidak mampu
memperlemah perilaku oportunistik manajemen yang
didorong oleh adanya bonus untuk melaporkan laba
yang lebih tinggi. Saat diuji secara terpisah, corporate
governance (KOMIND) juga tidak terbukti memiliki
pengaruh terhadap tax avoidance yang menunjukkan
bahwa corporate governance hanya bertindak sebagai
moderasi potensial (homologiser moderator) pada
pengaruh antara TACC dengan tax avoidance.
Homologiser moderator merupakan sebutan untuk
variabel yang berpotensi menjadi variabel moderasi.

Penelitian ~ ini  menggunakan  komponen
corporate governance yang diukur berdasarkan proporsi
jumlah komisaris independen terhadap total dewan
komisaris (KOMIND), sebagai variabel yang memoderasi
pengaruh operating cash flow (OCF) terhadap tax
avoidance. Berdasarkan hasil uji regresi model 2,
variabel interaksi antara OCF dan KOMIND terbukti tidak
mampu memoderasi pengaruh operating cash flow
(OCF) terhadap tax avoidance.

Studi eksploratif terkait pengaruh OCF terhadap
tax avoidance pada uji regresi model 1 menunjukkan
bahwa OCF berpengaruh negatif signifikan terhadap tax
avoidance. Untuk setiap peningkatan operating cash
flow perusahaan sebesar satu satuan, nilai current ETR
juga akan meningkat sebesar 11,79%. Dengan kata lain,
OCF dapat menjadi indikator yang baik untuk menilai
kepatuhan wajib pajak. Corporate governance
diharapkan mampu memperkuat hubungan positif OCF
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dengan ETR, namun berdasarkan hasil pengujian,
corporate governance tidak mampu mempertahankan
pengaruh positif OCF terhadap ETR perusahaan.

Hasil penelitian ini menegaskan hasil penelitian
oleh Kurniawan dan Nuryanah (2017) vyang
menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara
kegiatan penghindaran pajak terhadap kas yang dimiliki
oleh perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga
sejalan dengan hasil penelitian Sari dan Martani (2010),
Desai dan Dharmapala (2006), Wahyuniyati (2019) yang
menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh
signifikan antara corporate governance terhadap
penghindaran pajak perusahaan. Masih berkaitan
dengan pembahasan sebelumnya, penelitian ini kembali
membuktikan bahwa keberadaan komisaris independen
tidak dapat menjamin implementasi good corporate
governance menjadi lebih baik yang dapat menekan
perilaku oportunistik manajemen.

Saat diuji secara terpisah, corporate governance
(KOMIND) juga tidak terbukti memiliki pengaruh
terhadap tax avoidance yang menunjukkan bahwa
corporate governance hanya bertindak sebagai
moderasi potensial (homologiser moderator) pada
pengaruh antara OCF dengan tax avoidance.
Homologiser moderator merupakan sebutan untuk
variabel yang berpotensi menjadi variabel moderasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Book-tax differences (BTD) yang dihitung sebagai
selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal,
berpengaruh positif terhadap tax avoidance dengan
nilai koefisien sebesar -3,300066 yang secara statistik
signifikan pada tingkat keyakinan 99%. Peningkatan
BTD sebesar satu percentage point akan menyebabkan
penurunan current ETR sebesar 330%. Kecenderungan
perusahaan terlibat dalam aktivitas penghindaran
pajak meningkat saat terjadi percepatan pertumbuhan
ekonomi yang disimpulkan sebagai bentuk tindakan
oportunistik untuk memaksimalkan keuntungan
perusahaan. BTD dapat menggambarkan sikap
oportunistik  manajemen perusahaan  dengan
melakukan manajemen laba yang menyebabkan laba
akuntansi dilaporkan lebih tinggi, namun pada saat
yang bersamaan laba fiskal menjadi lebih rendah, yang
menyebabkan nilai BTD meningkat untuk tujuan
penghindaran pajak (tax avoidance). Dengan demikian,
hipotesis pertama yang menyatakan bahwa book-tax
differences berpengaruh positif terhadap tax
avoidance diterima.

Accrual (TACC) perusahaan yang merupakan
selisih antara laba bersih perusahaan dengan arus kas
dari aktivitas operasi terbukti secara statistik tidak
signifikan terhadap current ETR, sehingga dapat
disimpulkan bahwa accrual tidak berpengaruh
terhadap tax avoidance. Hal tersebut menunjukkan
bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
kemungkinan besar tidak menggunakan komponen
total accrual sebagai strategi tax planning untuk

menghindari pembayaran pajak. Strategi tax planning
melalui total accrual perusahaan cenderung sulit untuk
dilakukan karena membutuhkan kecermatan yang
tinggi, sumber daya yang besar, dan manfaat yang
didapatkan pun baru bisa dirasakan dalam jangka
panjang. Hal tersebut dapat melemahkan dorongan
manajemen untuk bertindak oportunistik melalui
skema total accrual perusahaan. Dengan demikian,
hipotesis kedua yang menyatakan bahwa accrual
berpengaruh positif terhadap tax avoidance ditolak.

Operating cash flow (OCF) yang merupakan arus
kas bersih dari aktivitas operasi perusahaan
berpengaruh negatif terhadap tax avoidance dengan
koefisien sebesar 0,117963 yang secara statistik
signifikan pada tingkat keyakinan 99%. Peningkatan
OCF sebesar satu percentage point akan menyebabkan
peningkatan current ETR sebesar 11,79%. Hal tersebut
menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEI tidak memiliki kecenderungan untuk
terlibat dalam aktivitas tax avoidance melalui nilai
operating cash flow yang dilaporkan. Sebaliknya,
operating cash flow perusahaan dapat menjadi
indikator yang baik untuk menilai tingkat kepatuhan
wajib pajak yang diukur dengan persentase current
ETR. Hal ini dapat disebabkan karena kuatnya sistem
pengawasan perpajakan yang telah terintegrasi
dengan sistem perbankan. Selain itu, sejak tahun 2017,
sistem perpajakan Indonesia mulai memanfaatkan
Automatic Exchange of Information (AEol) yang
meningkatkan transparansi transaksi keuangan wajib
pajak antar negara anggota G20 dan OECD. Dengan
demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa
operating cash flow berpengaruh positif terhadap tax
avoidance ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate
governance yang diukur dengan proporsi komisaris
independen terhadap total dewan komisaris tidak
berhasil memoderasi pengaruh book-tax differences
terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa
keberadaan dewan komisaris independen tidak
mampu menekan kecenderungan perusahaan untuk
melakukan tax avoidance. Hal tersebut dapat
disebabkan karena keberadaan komisaris independen
kemungkinan besar dimiliki perusahaan hanya untuk
memenuhi peraturan yang telah ditetapkan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dan bukan karena adanya inisiatif
perusahaan untuk menerapkan good corporate
governance. Selain itu pengawasan yang dilakukan
oleh otoritas berwenang terhadap ketentuan minimum
proporsi komisaris independen dalam perusahaan juga
belum optimal yang dibuktikan dengan masih adanya
perusahaan yang tidak mematuhi Peraturan OJK
No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Dengan
demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa
corporate governance memoderasi pengaruh book-tax
differences terhadap tax avoidance ditolak.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate
governance tidak berhasil memoderasi pengaruh
accrual terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan
bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak
mampu menekan kecenderungan perusahaan untuk
melakukan tax avoidance melalui skema akrual, yang
dapat disebabkan karena keberadaan komisaris
independen kemungkinan besar dimiliki perusahaan
hanya untuk memenuhi Peraturan OJK
No.33/P0OJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu,
tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tugas
dan fungsi komisaris independen dalam perusahaan
dapat memperlemah diskresi yang dimiliki komisaris
independen dalam menekan aktivitas penghindaran
pajak perusahaan. Dengan demikian, hipotesis kelima
yang menyatakan bahwa corporate governance
memoderasi pengaruh accrual terhadap tax avoidance
ditolak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate
governance tidak berhasil memoderasi pengaruh
operating cash flow terhadap tax avoidance. Hal ini
menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris
independen tidak mampu mempertahankan pengaruh
positif operating cash flow terhadap peningkatan
current ETR perusahaan. Masih terkait dengan
simpulan sebelumnya, keberadaan komisaris
independen kemungkinan besar dimiliki perusahaan
hanya untuk memenuhi Peraturan OJK
No0.33/P0OJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanpa adanya
komitmen yang kuat untuk meningkatkan praktik good
corporate governance perusahaan. Tidak adanya
peraturan khusus yang mengatur tugas dan fungsi
komisaris independen juga dapat meningkatkan bias
kewenangan yang dimiliki komisaris independen dalam
menjaga tata kelola perusahaan yang baik. Dengan
demikian, hipotesis keenam yang menyatakan bahwa
corporate  governance  memoderasi  pengaruh
operating cash flow terhadap tax avoidance ditolak.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Pemegang saham dapat menggunakan
perhitungan book-tax differences untuk menilai
kecenderungan manajemen perusahaan terlibat dalam
aktivitas penghindaran pajak. Di sisi lain, pemegang
saham juga dapat menggunakan operating cash flow
sebagai indikator kepatuhan perusahaan terhadap
peraturan perpajakan. Tidak adanya peraturan yang
mengatur dengan jelas terkait tugas dan fungsi
komisaris independen, dapat menjadi pertimbangan
bagi pemegang saham bahwa keberadaan komisaris
independen tidak serta-merta membuktikan bahwa tata
kelola perusahaan telah diimplementasikan dengan
baik. Pemegang saham juga dapat lebih aktif mengawasi
tata kelola perusahaan dengan memastikan proporsi
komisaris independen telah memenuhi ketentuan

Peraturan OJK No.33/P0OJK.04/2014 yakni sekurang-
kurangnya 30% dari jumlah dewan komisaris.

Calon investor dapat mempertimbangkan
perhitungan book-tax differences dan operating cash
flow perusahaan sebelum memutuskan untuk
berinvestasi. Book-tax differences dan operating cash
flow dapat menjadi indikator dari kecenderungan
perusahaan terlibat dalam aktivitas tax avoidance.
Perusahaan dengan kecenderungan yang tinggi untuk
terlibat dalam aktivitas tax avoidance dapat berdampak
buruk pada kinerja keuangan di masa yang akan datang
dengan adanya risiko pemeriksaan pajak dan denda
yang harus dibayarkan (Dwi Laksono & Firmansyah,
2020). Selain itu, investor juga dapat menggunakan
perhitungan total akrual dalam memprediksi persistensi
laba perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan
dengan kecenderungan melaporkan total akrual yang
tinggi memiliki persistensi laba yang lemah di masa
mendatang, vyang dapat merugikan investor
perusahaan.

Keterbatasan

Penelitian menganalisis perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BElI dan hasil purposive sampling
menghasilkan 72 perusahaan sampel dari total awal 193
perusahaan, membuat hasil yang disimpulkan pada
penelitian ini tidak dapat digunakan untuk
menggeneralisasi kecenderungan penghindaran pajak
pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di
BEI.

Pengukuran tax avoidance menggunakan proksi
current ETR tidak dapat menggambarkan kegiatan
penghindaran pajak pada level yang ekstrem seperti bila
menggunakan proksi abnormal permanent differences
(Frank et al., 2009; Kamila & Martani, 2014; Dwi Laksono
& Firmansyah, 2020).

Pengukuran accrual yang menggunakan proksi total
akrual  perusahaan  menjadi terbatas dalam
menggambarkan kegiatan manajemen laba maupun
pelaporan keuangan yang agresif. Terdapat beberapa
proksi lainnya yang dapat mewakili kegiatan
manajemen laba dan pelaporan keuangan yang agresif
seperti discretionary accrual yang telah digunakan pada
penelitian terdahulu (Jones, 1991; Kothari et al., 2005;
Frank et al., 2009; Kamila & Martani, 2014) maupun
manipulasi laba riil seperti pada penelitian
Roychowdhury (2006).

Pengukuran corporate governance yang hanya
berdasarkan proporsi komisaris independen tidak dapat
menggambarkan tata kelola perusahaan secara
komprehensif. Terdapat beberapa proksi corporate
governance lainnya yang dapat digunakan, seperti
kepemilikan institusional (Sintyawati & Dewi S, 2018),
kepemilikan manajerial dan kompensasi direksi (Irawan
& Farahmita, 2012), atau dengan indeks penilaian
corporate governance berdasarkan pedoman tata kelola
perusahaan yang dikembangkan OECD (Saksessia,
2018).
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